
Perkembangan Penanganan Kasus-Kasus Korupsi 
di Kalimantan Timur  

(berdasarkan Laporan POKJA 30 Kaltim)  
 

No Perkara Tersangka/ 
Terdakwa 

Nilai Kerugian Tahun 
dilaporkan/ 

pelapor  

Instansi yang 
menangani 

Keterangan 

1. Dugaan Korupsi Konvensi 
Bunga Bank dan PBB 
Migas Kutai Tahun 1996  

• HM Syaukani HR 
(sekarang Bupati Kutai 
Kartanegara)  

• HM Said Sjafran 
(mantan Sekda Kaltim)  

• HM Sulaiman (Mantan 
Bupati Kutai)  

• Abdullah Sani  
(sekarang Kepala 
Bawasprop Kaltim)   

Rp. 4,6 miliar  1997  Kajati Kaltim  
(yusuf Mulia)  

Di SP3 Kajati Kaltim Tahun 2001 

2. Dugaan 18 proyek 
bermasalah dan 
penyimpangan Keppres 
18 Tahun 2000 dalam 
proses tender TA 2001 
Kasubdin Bina Marga 
Dinas PU Kaltim  

Panitia Lelang Ir Yusi  Rp. 50 miliar  2001  Kajati Kaltim  
H. Masduki  
Andi 
Shalahudi SH  
(as. intelejen)  

• Pelapor: LPWI Kaltim dan FPP 
PNU DPRD Kaltim  

• Kasusnya masih 
menggantung di Kajati  

3. Dugaan Penggelapan 
dana/Manipulasi uang 
negara dalam penjualan 
ast PT. Dayak Besar 
Kaltim Tahun 1997  

Gubernur Kaltim Suwarna 
AF (dh. Mantan Wagub)  
Syahranie (mantan Kepala 
Dinas  Kehutanan Kaltim)   

Rp. 21 miliar  2000 Kajati Kaltim  
(yususf Mulia)  

• Pelapor : FGMK dan 
diungkap Tabloid Menara 
SMD 

• Kasus menguap  

4. Dugaan Penggelapan 
Dana (pengeluaran fiktif) 
dari selisih harga jual, 
pembelian street box 
dan perjalanan dinas di 

• Drs. Johansyah( 
Mantan Dirut PDAM 
Samarinda) 

• Drs. Usman Hasan 
(mantan Direktur 

Rp. 1,06 miliar  1997 BPKP Kaltim • Kasusnya menguap  
• Tersangka hanya diminta 

mengembalikan dana 
tersebut  



PDAM Samarinda tahun 
1995  

Keuangan)   

5. Mark up pengadaan 
barang (komputer) 
diknas Samarinda APBD 
tahun 2002 

Pimpro pengadaan 
barang diknas Samarinda 
dan staf  

Rp. 595 juta  2003  Bawaskot 
Samarinda  

• 1 orang {impro dan 2 orang 
dimutasikan  

• kasus tidak jelas  

6. Dugaan penyimpangan 
program pemutihan 
kendaraan dinas dan 
rumah dinas di 
lingkungan Pemkot 
Samarinda karena 
melanggar Kepmendagri 
No. 12 Tahun 2003 
tentang Pedoman 
penilaian barang daerah 
Tahun 2004 

Tim Pemutihan Pemkot dan 
Pansus DPRD Samarinda  

64 unit 
kendaraan roda 
empat, 98 unit 
kendaraan roda 
dua, 116 unit 
rumah dinas  

2004  Sekdakot 
Samarinda  

• Belum di ajukan ke 
pengadilan dan kasusnya 
masih dikaji ulang tim 
Pemkot Samarinda  

7. Dugaan Korupsi Konversi  
Asuransi Anggota DPRD 
Kaltim tahun 2004  

3 orang mantan Anggota 
DPRD Kaltim periode 1999-
2004 yang di PAW kan dari 
Fraksi TNI Polri  

Rp. 300 juta  2004 Irjen Depdagri  • Kasus masih mengambang  

8. Dugaan Korupsi Dana 
Tambahan Operasional 
DPRD Kutai Timur TA. 
2001-2002 

Darly Yususf  
(Kepala Sekwan DPRD 
Kaltim) 
 

Rp. 46,6 miliar  2002 BPKP, Kajari 
Bontang, 
Kajari 
Sanggata  

• Kasus masih menggantung  

9. Dugaan Korupsi 
Pembagian sisa 
anggaran tahun 2002  

Anggota DPRD Kaltim  Rp. 700 juta  2002  BPKP, Kajari 
Sangata  

• Kasus masih mengambang  

10. Dugaan Korupsi Dana 
Reboisasi Kabupaten 
Berau 

Madjuni (Bupati Berau)  Rp. 88 miliar  2004 Kejagung  • Masih dalam proses 
pemeriksaan  

11. Dugaan Korupsi 
Rehabilitasi rumah 
jabatan Gubernur Kaltim 
TA. APBD Kaltim 2004  

Panggar Legisltaif DPRD 
Kaltim  
Panggar Eksekutif Pemprop 
Kaltim  
Gub. Kaltim  

Rp. 71,1 miliar  2004  - • Belum ada pengajuan 
pelanggaran proses 
pelaksanaan proyek yang 
menggunakan dana ABT 
Kaltim 2004   



12. Dugaan Korupsi mark 
upo pembelian 5 unit 
Pesawat GA8 air  van 
tahun 2003.  

Pimpinan DPRD Kaltim, 
Gub.Kaltim, Dirut Perusda 
Melati Bakti Satya  

Rp. 26,5 miliar  2004  - • Masih jadi wacana di Kaltim  

13. Dugaan Korupsi 
perjalanan dinas fiktif di 
DPRD Kaltim  

Anggota DPRD Kaltim 
periode 1999-2004  

Rp. 900 juta  2004 Tim Penyidik 
Kasus Korupsi 
DPRD Kaltim 
(Eddy 
Rakamto)  

• akan ditinkatkan dari 
penelitian menjadi 
penyidikan 

14. Dugaan korupsi 
anggaran operasional 
DPRD Kaltim dan Selatan 
DPRD Kaltim di tahun 
anggaran 2003 yang 
melanggar PP 110 Tahun 
2000 tentang Kedudukan 
Keuangan DPRD 

Anggota DPRD Kaltim 
periode 1999-2004 

Rp. 53, 87 miliar 
(ops.DPRD) 
Rp.1,5 miliar  
(ops. Sekwan 
DPRD) 

2004 Tim Penyidik 
Kasus Korupsi 
DPRD Kaltim 
(Eddy 
Rakamto 

• dalam penelitian untuk 
data-data awal pihak 
Kajati Kaltim  

15. Dugaan Korupsi 
penerbitan SKSHH Dinas 
kehutanan Kutai Barat 
yang tumpang tindih 
dengan lahan HPH  

Kepala Dinas Kehutanan 
Kabupaten Kuati Barat  

19.900 hektar 
lahan kayu 
meranti dengan 
volume 2.173,83 
kubik  

2004 Dephut,Kadish
ut Kaltim, 
Kajati, 
Kajagung, KPK  

• dalam penelitian untuk 
data-data awal semua 
pihak yang menangani  

16. Dugaan Korupsi 
perjalanan dinas fiktif di 
DPRD Bulungan  

Anggota DPRD Kabupaten 
Bulungan periode 1999-
2004 

Rp. 934.juta 2004 Kajari 
Bulungan 
(tanjung Selor) 
Kajati Kaltim  

• Statusnya ditingkatkan dari 
penyelidikan ke penyidikan  

17. Dugaan Korupsi hasil 
pemeriksaan Bawasprof 
Kaltim tahun 2004  

Pemkab: Nunukan, Pasir, 
Malinau, Bulungan, Kutai 
Barat, PPU, Kulkar, Berau 
 
Pemkot:   Balikpapan, 
Samarinda, Tarakan, 
Bontang 

Nunukan ( 8 
kasus), Pasir (7 
kasus), Malinau (6 
kasus), Bulungan 
(6 kasus), Kutai 
Barat ( 3kasus), 
PPU ( 2 kasus), 
Kulkar( 1kasus), 
Berau( 1kasus) 
 

  •  



Balikpapan (3 
kasus), Samarinda 
( 2 kasus), 
Tarakan( 1kasus), 
Bontang ( 1kasus) 

18. Dugaan Korupsi di 
Kabupaten Kutai Timur  
• Penyimpangan 

Keuangan DPRD 
Kutim 

• Dugaan Proyek Fiktif  
• Pengalihan dana ke 

rekening pribadi  
• Pengalihan dana ke 

rekening pribadi, besi 
tua, pendobelan 
SPMU, DAK DR  

• Penyimpangan 
Keuangan DPRD 
Kutim    

 
 
 

 
 
• Azhar SE, Darly Yusuf 

(Setwan Kultim) 
  
• Anas Syukur 
• Basrani  
 
• Azhar SE, Mochtar 

Ismail,Sopiansyah,Supri
yanto 

 
• Abdal Nanang (Ketua 

DPRD Kultim periode  
1999-2004) 

 
 
Rp. 45,6 miliar  
 
 
Rp. 136, 35 miliar  
Rp.10,375 miliar  
 
Rp.171, 072 miliar  
 
 
 
Rp. 11, 435 miliar  

 
 
2001 
 
 
2001 
2001 
 
2001 
 
 
 
2001 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kajari Sangata  

 
 
• Penuntutan dan proses 

sidang  
 
• Proses sidang  
• Proses sidang  
 
• Penuntutan  
 
 
 
• Penyidikan  

Sumber : Unit Monitoring dan Pelayanan Umum FH Pokja 30  (Firman Hidayat, Sukamto, Rezeki Barus) ( 18 September 2004)  
 
 
 
 
 
 
 


